
BUPATI PAMEKASAN 
PROVINS! JAWA TIMUR 

PERATURAN BUPATI PAMEKASAN 
NOMOR 6 TAHUN 2016 

TENTANG 
POLA TATA KELOLA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH 

cir. H. SLAMET MARTODIRDJO 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI PAMEKASAN, 

Menimbang: a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan 
kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Slamet 
Martodirdjo, diperlukan peraturan internal tentang peran 
dan fungsi pemilik, pengelola, dan staf medis; 

Mengingat 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan 
Bupati tentang Pola Tata Kelola Rumah Sakit Umum 
Daerah dr. H. Slamet Martodirdjo; 

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2003 Nomor 4 7, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4286); 

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4400); 

4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik 
Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4431); 

5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang 
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5063); 

6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah 
Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 
Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5072); 

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4844); 



2 

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana 
telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 

8. Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang­
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5657); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang 
Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4502); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang 
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang 
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar 
Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tl;lb.un 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4585); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 
Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4614); 

16. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 772/Menkes/ 
SK/Vl/2002 tentang Pedoman Peraturan Internal 
Rumah Sakit (Hospital By Laws); 

17. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 631/Menkes/ 
SK/IV /2005 tentang Pedoman Peraturan Internal Staf 
Medis (Medical Staff By Laws) di Rumah Sakit; 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 
tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan 
Standar Pelayanan Minimal; 



Menetapkan 
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18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan 
Layanan Umum Daerah; 

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 
tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian 
Standar Pelayanan Minimal; 

20. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 755/MENKES/ 
PER/IV /2011 tentang Penyelenggaraan Komite Medik di 
Rumah Sakit; 

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32; 

22. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 15 
Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja 
Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, 
Rumah Sakit Umum Daerah dan Lembaga Teknis Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2008 
Nomor 3 Seri D), sebagaimana telah diubah terakhir 
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 
15 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten 
Pamekasan Tahun 2013 Nomor 5); 

23. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 59 Tahun 2008 
tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Rumah Sakit 
Umum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan 
Tahun 2008 Nomor 27 Seri D); 

MEMUTUSKAN: 

PERATURAN BUPATI TENTANG POLA TATA KELOLA 
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. H. SLAMET 
MARTODIRDJO. 

BABI 
KETENTUAK UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 
1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pamekasan. 

2. Bupati adalah Bupati Pamekasan. 

3. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah 
Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Slamet Martodirdjo yang 
menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum 
Daerah. 

4. Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah yang 
selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan 
yang memberikan fl.eksibiltas berupa keleluasaan untuk menerapkan 
praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan 
kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum 
dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari 
ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya. 
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5. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah 
satuan kerja perangkat daerah yang dibentuk untuk memberikan 
pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau 
jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan 
dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan 
produktivitas. 

6. Pejabat Pengelola adalah pimpinan RSUD yang bertanggung jawab 
terhadap kinerja operasional RSUD yang terdiri atas pemimpin, pejabat 
keuangan dan pejabat teknis. 

7. Direktur adalah Direktur RS UD. 

8. Pelayanan kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang 
diberikan kepada seseorang dalam rangka promotif, preventif, kuratif 
dan rehabilitatif. 

9. Hospital ByLaws adalah peraturan internal rumah sakit (Corporate 
Bylaws) dan peraturan internal staf medis (Medical Staff Bylaws) yang 
disusun dalam rangka menyelenggarakan tata kelola organisasi rumah 
sakit yang baik (Good Corporate Governance) dan tata kelola klinis yang 
baik (Good Clinical Governance). 

10. Corporate Bylaws adalah peraturan yang mengatur tentang 
hubungan antara Pemerintah Daerah sebagai pemilik dengan dewan 
pengawas, pejabat pengelola, dan staf medis rumah sakit beserta 
fungsi, tugas, tanggung jawab, kewajiban, kewenangan dan hak masing­
masing. 

11. Medical Staff Bylaws adalah peraturan internal staf medis yang 
mengatur tentang fungsi, tugas, tanggung jawab, kewajiban, 
kewenangan dan hale dari staf medis di rumah sakit. 

12.Dewan Pengawas Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya 
disebut dewan pengawas adalah perangkat yang bertugas melakukan 
pengawasan terhadap pengelolaan rumah sakit. 

13.Satuan Pengawas Internal yang selanjutnya disingkat SPI adalah 
perangkat RSUD yang bertugas melakukan pengawasan dan 
pengendalian internal dalam rangka membantu pimpinan RS U D 
untuk meningkatkan kinerja pelayanan, keuangan dan pengaruh 
lingkungan sosial sekitarnya (social responsibility) dalam 
menyelenggarakan bisnis yang sehat. 

14.Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah 
spesiflkasi teknis tentang tolok ukur layanan minimal yang diberikan 
RSUD kepada masyarakat. 

15. Rencana Strategis Bisnis yang selanjutnya disingkat Renstra Bisnis 
adalah dokumen lima tahunan yang memuat visi, misi, program 
strategis, pengukuran pencapaian kinerja, dan arah kebijakan 
operasional. 

16.Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA 
adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran tahunan yang 
berisi program, kegiatan, target kinerja, dan anggaran. 
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17.Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA 
adalah dokumen yang memuat pendapatan dan biaya, proyeksi arus 
kas, jumlah dan kualitas barang dan/ atau jasa yang dihasilkan dan/ 
atau digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran. 

18. Komite adalah wadah non struktural yang terdiri dari tenaga ahli atau 
profesi yang dibentuk untuk memberikan pertimbangan strategis 
kepada Direktur dalam rangka peningkatan dan pengembangan 
pelayanan rumah sakit. 

19. Komite medik adalah perangkat rumah sakit untuk menerapkan ta.ta 
kelola klinis ( clinical governance) agar staf medis di rumah sakit terjaga 
profesionalismenya melalui mekanisme kredensial, penjagaan mutu 
profesi medik, dan pemeliharaan etika dan disiplin profesi medik. 

20. Staf medis adalah dokter, dokter gigi, dokter spesialis, dokter gigi 
spesialis, dan dokter sub spesialis yang bekerja puma waktu maupun 
paruh waktu di unit layanan RSUD. 

21. Staf Medis Fungsional yang selanjutnya disingkat SMF adalah 
kelompok staf medis yang keanggotaannya sesuai dengan profesi dan 
keahliannya atau kelompok profesi yang serumpun. 

22. Tenaga fungsional adalah pegawai yang mempunyai tugas, tanggung 
jawab, wewenang dan hak seseorang dalam suatu satuan organisasi 
yang melaksanakan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau 
keterampilan tertentu dan bersifat mandiri. 

23. Tenaga non medis adalah tenaga yang bekerja di RSUD yang tidak 
berhubungan dengan ilmu medis. 

24.Aset adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban 
anggaran RSUD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. 

25.Sumber daya lain adalah sarana, prasarana, gedung, dan jalan yang 
dimanfaatkan untuk meningkatkan mutu pelayanan dan kelancaran 
pelaksanaan tugas dan fungsi RSUD. 

26. Unit kerja adalah tempat staf melaksanakan tugas dan fungsi sesuai 
dengan jabatan masing-masing. 

27. Insta.lasi adalah unit kerja yang menyelenggarakan upaya pelayanan 
kesehatan/ penunjang pelayanan kesehatan, pendidikan, penelitian dan 
pendukung pelayanan lainnya yang dilaksanakan di RSUD. 

28. Kewenangan klinis ( Clinical Previlege) adalah hak khusus seorang staf 
medis untuk melakukan sekelompok pelayanan medis tertentu dalam 
lingkungan RSUD untuk suatu periode tertentu yang dilaksanakan 
berdasarkan penugasan klinis ( Clinical Appointment). 

29. Penugasan klinis (Clinical Appointment) adalah penugasan Direktur 
. rumah sakit kepada seorang staf medis untuk melakukan 

sekelompok pelayanan medis di RSUD berdasarkan daftar kewenangan 
klinis yang telah ditetapkan baginya. 

30.Kredensial adalah proses evaluasi terhadap staf medis untuk 
menentukan kelayakan pemberian kewenangan klinis (Clinical Pri.vilege). 



6 

31. Rekredensial adalah proses reevaluasi terhadap staf medis yang telah 
memiliki kewenangan klinis (Clinical Privilege) untuk menentukan 
kelayakan pemberian kewenangan klinis kembali. 

32. Audit medis adalah upaya evaluasi secara profesional terhadap mutu 
pelayanan medis yang diberikan kepada pasien dengan menggunakan 
rekam medis yang dilaksanakan oleh profesi medis. 

33. Mitra bestari (peer group) adalah sekelompok staf medis dengan 
reputasi dan kompetensi profesi yang baik untuk menelaah segala hal 
yang berkaitan dengan profesi med.is. 

BABII 
RUANO LINGKUP DAN PRINSIP 

Pasal 2 
(1) Pola tata kelola RSUD terdiri atas: 

a. tata kelola korporasi ( Corporate By Laws); dan 
b. peraturan internal staf medis (Medical Sta/ ByLaws). 

(2) Pola tata kelola RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai 
· · prinsip dasar sebagai beriku.t: 

a. transparansi; 
b. akuntabilitas; 
c. responsibilitas; 
d. independensi; dan 
e. kesetaraan dan kewajaran. 

BAB Ill 
TATA KELOLA KORPORASI (CORPORATBBYL.tWS) 

Bagian Kesatu 
ldentitas RSUD 

Pasal 3 
(1) Identitas RSUD sebagai berikut: 

a. nama : RSUD dr. H. Slamet Martodirdjo 
b. status : BLUD 
c. kelas : B 
d. jenis : Rumah Sakit Non Pendidikan 
e. alamat : Jalan Raya Panglegur Nomor 4 Pamekasan 

Telepon 0324 326242 Fax 0324 326242 
Website: http:/ /rsud.pamekasankab.go.id 
Email: rsud.pamekasan@gmail.com 

(2) Logo RSUD sesuai dengan logo Pemerintah Daerah. 

BagianKedua 
Visl, Misl, Tujuan, dan Motto RSUD 

Pasal 4 
(1) Visi RSUD adalah "Terwujudnya Rumah Sakit Yang Menyenangkan dan 

Terdepan Dalam Pelayanan." 
(2) Pengertian Menyenangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 

suatu keadaan yang disukai semua orang, tidak terkecuali miskin 
maupun kaya, atau situasi/keadaan yang membuat seseorang betah 
berada di dalamnya walaupun dalam keadaan yang tidak sehat/ sakit 
sehingga membuat orang ingin mendatangi, mengunjungi bahkan 
menikmatinya. 
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(3) Pengertian Terdepan Dalam Pelayanan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) adalah bahwa RSUD akan selalu memberikan pelayanan 
sesuai dengan perkembangan terkini/up to date namun tetap 
profesional. 

Pasal 5 

Dalam mencapai visi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, RSUD 
mempunyai misi: 
a. memberikan pelayanan kesehatan yang cepat, bermutu dan terjangkau; 

b. memberikan pelayanan sesuai standar profesi; 

c. memberikan pelayanan dengan sentuhan hati nurani; 

d. mengelola semua kegiatan manajerial secara profesional dan tr-ansparani 
dan 

e. meningkatkan kuantitas dan kompetensi sumber daya manusia. 

Pasal 6 

Terhadap visi dan misi RSUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 
5 diumurnkan kepada publik serta dapat dievaluasi setiap 5 (lima) tahun. 

Pasal 7 

Motto RSUD adalah "Kesembuhan Pasien Adalah Kebahagiaan Kami." 

Bagian Ketiga 
Kedudulran, Taps, dan Fun.pi RSUD 

Pl:l~aj. 6 

(1) RSUD berkedudukan sebagai Rumah Sakit Umum milik Pemerintah 
Daerah yang merupakan unsur pendukung tugas Bupati di bidang 
pelayanan kesehatan, yang dipimpin oleh seorang Direktur yang berada 
di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris 
Oaerah. 

(2) Tugas RSUD adalah memberikan pelayanan kesehatan perorangan 
secara paripurna. 

(3) Fungsi RSUD adalah: 
a. penyelenggaraan pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan 

sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit; dan 

b. pemeliharaan dan peningkatan kesehatan perorangan melalui 
pelayanan kesehatan yang paripurna tingkat kedua dan sesuai 
dengan kebutuhan medis. 

Bagian Keempat 
Wewenang dan Tanggang Jawab Pemerlntah Daerah 

Paragraf 1 
Wewenang 

Pasal 9 ·-

Wewenang Pemerintah Daerah sebagai berikut: 
a. menyusun dan menetapkan regulasi; 

b. mengangkat dan memberhentikan Pejabat Pengelola dan Dewan 
Pengawas; 
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c. menyetujui dan mengesahkan Renstra dan RBA; 

d. memberikan sanksi kepada pegawai yang melanggar dan memberikan 
penghargaan atas prestasi yang dicapai pegawai atas usulan Direktur; 
dan 

e. mengatur aset yang berada di lingkungan RSUD. 

Parapaf2 
Tanggung Jawab 

Pasal 10 

Tanggungjawab Pemerintah Daerah sebagai berikut: 
a. menyediakan rumah sakit berdasarkan kebutuhan masyarakat; 

b. menjamin pembiayaan pelayanan kesehatan di RSUD bagi fakir miskin, 
atau orang tidak mampu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­
undangan; 

c. bertanggung jawab atas defisit anggaran RSUD yang bukan disebabkan 
oleh kelalaian, administrasi, dan melanggar hukum sehingga dapat 
diajukan dalam usulan pembiayaaan pada tahun anggaran berikutnya; 

d. membina dan mengawasi penyelenggaraan RSUD; 

e. memberikan perlindungan kepada RSUD agar dapat memberikan 
pelayanan kesehatan secara profesional dan bertanggungjawab; 

f. memberikan perlindungan kepada masyarakat pengguna jasa 
pelayanan RSUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­
undangan; 

g. menggerakkan peran serta masyarakat dalam pendirian rumah sakit 
sesuai dengan jenis pelayanan yang dibutuhkan masyarakat; 

h. menyediakan informasi kesehatan yang dibutuhkan oleh masyarakat; 

i. menjamin pembiayaan pelayanan kegawatdaruratan di RSUD akibat 
bencana dan kejadian luar biasa; 

j. menyediakan sumber daya manusia yang dibutuhkan; dan 

k. mengatur pendistribusian dan penyebaran alat kesehatan berteknologi 
tinggi dan bemilai tinggi. 

Bagian Kellma 
Dewan Pengawaa 

Paragrafl 
Pembentukan 

Pasal 11 

(1) Dewan Pengawas dibentuk dengan Keputusan Bupati atas usulan 
Direktur. 

(2) Jumlah anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada 
ayat ( 1) ditetapkan sebanyak 3 (tiga) orang dan seorang di antara 
a nggota Dewan Pengawas ditetapkan sebagai Ketua Dewan Pengawas. 
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Paragraf2 
Tugas dan Kewajiban 

Pasal 12 

( 1) Dewan Pengawas bertugas melakukan pembinaan dan pengawasan 
terhadap pengelolaan RSUD yang dilakukan oleh Pejabat Pengelola 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(2) Dewan Pengawas berkewajiban: 
a. memberikan pendapat dan saran kepada Bupati mengenai RBA yang 

diusulkan oleh Pejabat Pengelola; 

b. mengikuti perkembangan kegiatan RSUD dan memberikan pendapat 
serta saran kepada Bupati mengenai setiap masalah yang dianggap 
penting bagi pengelolaan RSUD; 

c. melaporkan kepada Bupati tentang kinerja RSUD; 

d. memberikan nasehat kepada Pejabat Pengelola dalam melaksanakan 
pengelolaan RSUD; 

e. melakukan evaluasi dan penilaian kinerja baik keuangan maupun 
non keuangan, serta memberikan saran dan catatan penting untuk 
ditindaklanjuti oleh Pejabat Pengelola; dan 

f. memonitor tindak lanjut hasil evaluasi dan penilaian kinerja. 

(3) Dewan Pengawas melaporkan pelaksanaan tugas sebagaimana 
dimaksud pada ayat ( 1) kepada Bupati secara berkala paling sedikit 1 
(satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan. 

Paragraf3 
Keanggotaan 

Pasal 13 

( 1) Anggota Dewan Pengawas dapat terdiri atas unsur: 
a. pejabat Satuan Kerja Perangkat Daerah yang berkaitan dengan 

kegiatan RSUD; 

b. pejabat di lingkungan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah; dan 

c. tenaga ahli yang sesuai dengan kegiatan RSUD. 

(2) Pengangkatan Anggota Dewan Pengawas tidak bersamaan waktunya 
dengan pengangkatan Pejabat Pengelola. 

(3) Kriteria yang dapat diusulkan menjadi Dewan Pengawas, yaitu: 
a. memiliki dedikasi dan memahami permasalahan yang berkaitan 

d~:ngan ~(:giatan RSUD, serta dapat menyediakan waktu yang cukup 
untuk melaksanakan tugasnya; 

b. mampu melaksanakan perbuatan hukum dan tidak pernah 
dinyatakan pailit atau tidak pemah menjadi anggota direksi atau 
komisaris, atau Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah sehingga 
menyebabkan suatu badan usaha pailit atau orang yang tidak pemah 
melakukan tindak pidana yang merugikan daerah; dan 
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c. mempunyai kompetensi dalam bidang manajemen keuangan, sumber 
daya manusia dan mempunyai komitmen terhadap peningkatan 
kualitas pelayanan publik. 

Paragraf4 
Masa Jabatan 

Pasal 14 

(1) Masa jabatan anggota Dewan Pengawas ditetapkan selama 5 (lima) 
tahun, dan dapat diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan 
berikutnya. 

(2) Anggota Dewan Pengawas dapat diberhentikan sebelum waktunya oleh 
Bupati. 

(3) Pemberhentian anggota Dewan Pengawas sebelum waktunya 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), apabila: 
a. tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik; 

b. tidak melaksanakan ketentuan perundang-undangan; 

c. terlibat dalam tindakan yang merugikan RSUD; atau 

d. dipidana penjara karena dipersalahkan melakukan tindak pidana 
dan/ atau kesalahan yang berkaitan dengan tugasnya melaksanakan 
pengawasan atas RSUD. 

ParagrafS 
Sekretaris Dewan Pengawas 

Pasal 15 

(1) Bupati dapat mengangkat Sekretaris Dewan Pengawas untuk 
mendukung kelancaran tugas Dewan Pengawas. 

(2) Sekretaris Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
bukan merupakan anggota Dewan Pengawas. 

Paragraf6 
Blaya 

Pasal 16 

Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas Dewan 
Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas dibebankan pada RSUD dan 
dimuat dalam RBA. 

Baglan KeeDaJD 
Susunan Organi-i 

Paragraf 1 
Susunan Organisasi RSUD 

Pasal 17 

Susunan organisasi RSUD terdiri atas: 
a. Pimpinan: 

1. Direktur; 
2. Wakil Direktur Pelayanan Medis; dan 
3, Wakil Pirelctw Umum dan Keuangan; 

b. Wakil Direktur Pelayanan: 
1. Bidang Pelayanan Medis: 

a) Seksi Pelayanan Medis Rawat Inap dan Intensif; dan 
b) Seksi Pelayanan Medis Gawat Darura.t dan Rawat Jalan; 
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2. Bidang Pelayanan Penunjang Medis: 
a) Seksi Pelayanan Penunjang Medis; dan 
b) Seksi Pelayanan Farmasi; 

3. Bidang Pelayanan Keperawatan: 
a) Seksi Tenaga Keperawatan; dan 
b) Seksi Asuhan dan Mutu Keperawatan; 

c. Wakil Direktur Umum dan Keuangan, terdiri dari: 
1. Bagian Tata Usaha: 

a) Sub Bagian Umum dan Perbekalan; 
b) Sub Bagian Personalia dan Hukum; dan 
c) Sub Bagian Pengembangan Sumber Daya Manusia; 

2. Bagian Keuangan: 
a) Sub Bagian Akuntansi; dan 
b) Sub Bagian Verifikasi dan Perbendaharaan; 

3. Bagian Perencanaan Program, terdiri dari: 
a) Sub Bagian Penyusunan Program; dan 
b) Sub Bagian Rekam Medik dan Informasi Medik; 

d. Satuan Pengawas Internal; 
e. Komite; dan 
f. Instalasi. 

Paragraf2 
Susunan Pejabat Pengelola 

Pasal 18 
( 1) Pejabat Pengelola terdiri atas: 

a. Pemimpin, yang da1am hal ini dijabat oleh Direktur; 

b. Pejabat keuangan, yangdalam hal ini dijabat oleh Wakil Direktur Umum 
dan Keuangan; dan 

c. Pejabat teknis, yang dalam hal ini dijabat oleh W akil Direktur 
Pelayanan Medis. 

(2) Pemimpin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bertanggung 
jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. 

(3) Pejabat keuangan dan pejabat teknis s e bag aim an a dim a ks u d 
pad a a ya t ( 1 ) h u r u f b d an h u r u f c bertanggung jawab 
kepada P emimpin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a. 

Paragraf 3 
Penpngkatan Pejabat Pengelola 

Pasal 19 

( 1) Pejabat Pengelola diangkat dan diberhentikan oleh Bupati. 

(2) Pengangkatan dalam jabatan dan penempatan Pejabat P engelola 
ditetapkan berdasarkan kompetensi dan kebutuhan praktik bisnis yang 
sehat. 

(3) Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan 
kemampuan dan keahlian berupa pengetahuan, keterampilan, dan 
sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugasjabatan. 

(4) Kebutuhan praktik bisnis yang sehat sebagaimana dimaksud pada ayat 
· · (1) merupakan kepentingan RSUD untulc meningkatkan kinerja 

keuangan dan non keuangan berdasarkan kaidah manajemen yang baik. 
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Paragraf4 
Pemberhentian Pejabat Pengelola 

Pasal 20 

( 1) Pejabat Pengelola berhenti karena: 
a. meninggal dunia; 
b. atas permintaan sendiri; atau 
c. diberhentikan. 

(2) Pejabat Peu.gelola diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) 
huruf cjika: 
a. tidak dapat melaksanakan tugas dan kewajiban dengan baik; 
b. melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan; atau 
c. terlibat dalam suatu perbuatan melanggar hukum. 

(3) Terhadap Pejabat Pengelola yang menjadi tersangka tindak pidana 
kejahatan, diberhentikan sementara dari jabatannya sampai dengan 
adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum 
tetap. 

(4) Pemberhentian Pejabat Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
ayat (2), dan ayat (3) ditetapkan oleh Bupati. 

ParapafS 
Tugas clan KewaJlban Pejabat Pen1elola 

Pasal 21 

(1) Pejabat Pengelola mempunyai tugas dan kewajiban sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(2) Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban, P ejabat P engelola 
dibantu oleh Kepala Bagian/Kepala Bidang, dan Kepala Sub Bagian/ 
Kepala Seksi. 

BaglauKetltjah 
Bubvngan Kerja 

Pasal22 

Dalain melaksanakan tugas, Direktur bertindak at.as nama RSUD dan Wakil 
I>irektur dapat bertindak at.as nama Direktur sesuai dengan bidang masing­
masing. 

Pasal23 

(1) Jika terjadi kekosongan jabatan Direktur, maka Bupati menunjuk Pelaksana 
tugas sesuai dengan ketentuan peratura.n perundang-undangan. 

(2) Jika terjadi kekosongan jabatan di bawah Direktur, maka Direktur menunjuk 
Pelaksana tugas. 

Pasal24 

(1) Apabila Direktur berhalangan paling singkat 6 (enam) hari kerja, maka Bupati 
menunjuk Pelaksana harian sesuai dengan ketentuan peratura.n perundang­
undangan. 

(2) Apa.bila pejabat struktural di bawah Direktur berhalangan paling singkat 6 
(enam} hari kerja, maka Direktur menunjuk pejabat setingkat atau pejabat 1 
(satu) tingkat di bawahnya sebagai Pelaksana harian. 

(3) Apabila pejabat non struktural berhalangan paling singkat 6 (enam) hari 
kerja, maka Direktur menunjuk Pelaksana harian. 
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Bag.Ian Kedelapan 
Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana 

Paragraf 1 
Instalasi 
Pasal25 

(1) Untuk tersedianya fasilitas dan terselenggaranya kegiatan pelayanan, 
dibentuk lnstalasi yang merupakan unit pelaksana non struktural yang 
ditetapkan dengan Keputusan Direktur. 

(2) Instalasi dipimpin oleh seorang Kepala yang diangkat dan 
diberhentikan oleh Direktur serta bertanggung jawab kepada Direktur 
melalui Wakil Direktur. 

(3) Dalam melaksanakan tugasnya, K epala I nstalasi dibantu oleh tenaga 
fungsional dan/ atau tenaga non medis, baik pegawai negeri sipil 
maupun non pegawai negeri sipil. 

(4) Pembentukan dan perubahan I nstalasi didasarkan atas analisis 
organisasi dengan mempertimbangkan sumber daya manusia, sarana 
dan prasarana, serta memperhatikan kebutuhan masyarakat. 

Paragraf2 
Komite clan Tim. 

Pasal 26 

( 1) Direktur membentuk komite dan tim yang diperlukan dalam rangka 
meningkatkan pelayanan di RSUD. 

(2) Komite sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: 

a. Komite Medik; dan 

b. Komite Keperawatan. 

Pasal 27 

( 1) Komite Medik merupakan organisasi non struktural yang dibentuk oleh 
Direktur. 

(2) Komite Medik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan merupakan 
wadah perwakilan dari staf medis. 

Pasal 28 

( 1) Penyelenggaraan Komite Keperawatan bertujuan untuk meningkatkan 
profesionalisme tenaga keperawatan serta mengatur tata kelola klinis 
yang baik agar mutu pelayanan yang berorientasi pada keselamatan 
pasien lebih terjamin dan terlindungi. 

(2) Tenaga keperawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi 
P erawat dan Bidan. 

Pasal 29 

( 1) Komite Keperawatan merupakan organisasi non struktural yang 
dibentuk oleh Direktur, yang keanggotaannya terdiri dari tenaga 
keperawatan. 

(2) Komite Keperawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan 
merupakan wadah perwakilan dari staf keperawatan. 

(3) Komite keperawatan bertanggungjawab kepada direktur. 
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Pasal 30 

( 1) Susunan organisasi komite keperawatan terdiri atas: 
a. ketua; 
b.sekretaris;dan 
c. sub komite: 

1. subkomite kredensial; 
2. subkomite mutu profesi; dan 
3. subkomite etik dan disiplin profesi. 

(2) Ketua komite keperawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf a, ditetapkan atas dasar usulan dari tenaga keperawatan yang 
bekerja di RSUD. 

(3) Sekretaris dan sub komite keperawatan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) huruf b dan huruf c, ditetapkan atas dasar rekomendasi dari 
ketua komite keperawatan dengan memperhatikan masukan dari 
tenaga keperawatan yang bekerja di RSUD. 

(4) Subkomite kredensial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c 
angka 1 bertugas merekomendasikan kewenangan klinis sesuai dengan 
kompetensi yang dimiliki setiap tenaga keperawatan. 

(5) Subkomite mutu profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf c angka 2 bertugas melakukan audit keperawatan dan 
merekomendasikan kebutuhan pengembangan profesional berkelanjutan 
bagi_ tenaga keperawatan. 

(6) Subkomite etik dan disiplin profesi sebagaimana dimaksud pada 
ayat ( 1) huruf c angka 3 bertugas merekomendasikan pembinaan etik 
dan disiplin profesi. 

Paragraf3 
Staf Medik Fungsional 

Pasal 31 

( 1) Staf medik fungsional adalah kelompok dokter dan dokter gigi yang 
bekerja di bidang medis dalam jabatan fungsional. 

(2) Sta.f medik fungsional mempunyai tugas melaksanakan diagnosis, 
pengobatan, pencegahan akibat penyakit, peningkatan dan 
pemulihan kesehatan, penyuluhan kesehatan, pendidikan dan pelatihan 
serta penelitian dan pengembangan berdasarkan kaidah keselamatan 
pasien (patient safety). 

(3) Dalam melaksanakan tugas, staf medik fungsional dikelompokkan 
berdasarkan keahlian dan sumber daya yang tersedia. 

(4) Kelompok staf medik fungsional sebagaimana dimaksud pad a ayat 
(3) dipimpin oleh seorang ketua yang dipilih oleh anggota kelompok 
untuk masa bakti tertentu. 

Paragraf4 
Tata Kerja 

Pasal32 

( 1) Dalam melaksanakan tugas, pimpinan setiap tingkatan struktural dan 
fungsional di lingkungan RSUD wajib menerapkan: 
a. prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi sesuai dengan tugas 

masing-masing; 

b. ketentuan peraturan perundang-undangan; 
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c. pengawasan terhada:p bawahan; dan 

d. standar operasional prosedur. 

Bagi.an Kedelapan 
Satuan Pengawas Internal 

Pasal 33 

(1) Pengawasan operasional dan pengendalian internal RSUD dilaksanakan 
oleh Satuan Pengawas Internal. 

(2) Satuan Pengawas Internal berada di bawah dan bertanggung jawab 
kepada Direktur. 

(3) Keanggotaan, tugas dan fungsi Satuan Pengawas Internal sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direktur. 

Bagi.an Kesembilan 
Pengelolaan Sumber Daya Manuaia 

Paragraf 1 
TuJuan Pengelolaan 

Pasal 34 
Pengelolaan Sumber Daya Manusia merupakan pengaturan dan kebijakan 
yang jelas mengenai Sumber Daya Manusia yang berorientasi pada 
pemenuhan secara kuantitatif dan kualitatif untuk mendukung pencapaian 
tujuan organisasi secara efisien, efektif, dan produktif. 

Paragraf2 
Pegawai 
Pasal 35 

Pegawai RSUD terdiri dari pegawai negeri sipil dan non pegawai negeri sipil. 

Paragraf3 
Pengangkatan clan Pemberhentian Pegawai 

Pasal 36 

Pengangkatan pegawai dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: 

a. pengangkatan pegawai yang berstatus pegawai negeri sipil dilakukan 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan 

b. pengangkatan pegawai yang berstatus non pegawai negeri sipil 
dilakukan dengan mekanisme rekrutmen melalui seleksi. 

Pasal 37 

Pemberhentian pegawai dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: 
a. pemberhentian pegawai yang berstatus pegawai negeri sipil dilakukan 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 
b. pemberhentian pegawai yang berstatus non pegawai negeri sipil diatur 

den_gan Peraturan Bupati ter$endiri. 

Paragraf4 
Penghargaan clan Sanlrsi 

Pasal 38 

Untuk mendorong motivasi kerja dan produktivitas pegawai, RSUD 
menerapkan kebijakan berupa pemberian penghargaan dan sanksi. 



16 

Pasal 39 

(1) Penghargaan yang diberikan kepada pegawai yang berstatus pegawai 
negeri sipil disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan. 

(2) Penghargaan yang diberikan kepada pegawai yang berstatus non 
pegawai negeri sipil dapat berupa: 
a. kenaikan gaji secara berkala; dan/ atau 
b. insentif. 

Pasal 40 

( 1) Disiplin pegawai adalah suatu kondisi yang tercipta dan terbentuk 
melalui proses dari serangkaian perilaku yang menunjukan nilai 
ketaatan, kepatuhan, kesetiaan, keteraturan, dan ketertiban. 

(2) Terhadap pelanggaran disiplin pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat 
( 1) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­
undangan. 

Paragraf5 
llutasi Pepwai 

·Pasal 41 

Mutasi pegawai adalah pemindahan pegawai negeri sipil non struktural 
dan pegawai non pegawai negeri sipil yang dilaksanakan dengan tujuan 
untuk peningkatari kinerja serta pengembangan karir dan kompetensi 
pegawai. 

Pasal 42 

Mutasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dilaksanakan dengan 
mempertimbangkan: 
a. penempatan pegawai pada bidang pekerjaan sesuai dengan latar 

belakang pendidikan, kompetensi, dan keahlian; 

b. masa kerja; 

c. pengalaman pegawai; 

d. penempatan pegawai pada bidang tugas tertentu untuk menunjang 
karir; dan / atau 

e. kondisi fisik dan psikis pegawai. 

Paragraf6 
PencUdtkan Pepwat 

Pasal 43 

(1) Tenaga profesi kesehatan dapat mengajukan peningkatan pendidikan 
profesi berkelanjutan sesuai dengan kebutuhan RSUD dan 
rekomendasi dari: 
a. komite medis dan bidang pelayanan medis bagi tenaga staf medis; 
Q! komite keperawatan dan bidang keperawatan bagi tenaga 

keperawatan; dan --
c. bidang pelayanan penunjang bagi tenaga kesehatan lainnya. 

(2) P emberian izin untuk mengikuti pendidikan profesi berkelanjutan 
sepenuhnya menjadi keweriangan Direktur. 
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Bagian Kesepuluh 
Pengelolaan Sumber Daya Lain 

Pasal 44 

(1) Pengelolaan sum.her daya lain yang terdiri atas sarana, prasarana, dan 
infrastruktur yang dikuasai dan dimiliki oleh RSUD dilakukan sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan. 

(2) Pengelolaan sumber daya lain sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) 
dimanfAAiIDm t1nwk meningkatkan mutu, pelayanan RSUD. 

Paragraf 1 
Pengelolaan Lingkungan 

Pasal 45 

(1) Seluruh pegawai RSUD wajib mengelola lingkungan baik internal 
maupun ekstemal. 

(2) Pengelolaan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk 
mendukung peningkatan mutu pelayanan yang berorientasi pada 
kesehatan, kebersihan, kenyamanan, keamanan, kerapian, keindahan, 
dan keselamatan. 

(3) Pengelolaan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa 
pengelolaan limbah, lingkungan kimia, fisik, dan biologis yang terdiri 
atas: 
a. kebersihan area kantor dan area pelayanan, termasuk toilet/kamar 

mandi; 
b. pengelolaan sampah medik/bahan berbahaya dan beracun dan non 

medik; 
c. area bebas rokok; dan 
d. memperluas area ruang terbuka hijau. 

Paragraf2 
Pembinaan, Penilaian Kinerja, clan Evaluasi 

Pasal 46 

(1) Pembinaan terhadap RSUD secara teknis dilakukan oleh Bupati 
melalui Sekretaris Daerah. 

(2) Pembinaan keuangan RSUD dilakukan oleh Pejabat Pengelola 
Keuangan Daerah. 

Pasal 47 

(1) Penilaian kinerja yang meliputi aspek keuangan dan non keuangan 
dilakukan oleh Direktur. 

(2) Penilaian kinerja keuangan diukur berdasarkan tingkat kemampuan 
RSUDdalam: 

a. memperoleh hasil usaha atau hasil kerja dari layanan yang 
diberikan (rentabilitas); 

b. memenuhi kewajiban jangka pendek (likuiditas); 

c. memenuhi seluruh kewajiban (solvabilitas); dan 

d. kemampuan penerimaan dari jasa layanan untuk membiayai 
pengeluaran. 
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(3) Penilaian kinerja dari aspek non keuangan dapat diukur berdasarkan: 

a. perspektif pengguna jasa pelayanan kesehatan; 

b. proses bisnis internal pelayanan; dan 

c. pembelajaran dan pertumbuhan. 

Pasal 48 

Evaluasi yang menyangkut keprofesian meliputi audit medis, peer review, 
disiplin profesi, etika profesi, dan penerapan keselamatan pasien (patient 
safety) dilakukan oleh Komite Medik dan/ atau Komite Keperawatan dan 
dilaporkan kepada Direktur. 

Jlagian Keaebelas 
Perencanaan clan Pengan.ggaran 

Paragraf 1 
Perencanaan 

Pasal 49 

( 1) RSUD menyusun renstra bisnis. 

(2) Renstra bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup 
pernyataan visi, misi, program strategis, pengukuran pencapaian 
kinerja, rencana pencapaian lima tahunan, dan proyeksi keuangan lima 
tahunan. 

(3) Visi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat suatu gambaran 
ya n g m e n an ta n g tentang keadaan masa depan yang 
berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan. 

(4) Misi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat sesuatu yang harus 
diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang d itetapkan, agar tujuan 
organisasi dapat terlaksana sesuai dengan bidangnya dan berhasil 
dengan baik. 

(5) Program strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat program 
yang berisi proses kegiatan yang berorientasi pada hasil yang ingin 
dicapai sampai dengan kurun waktu 1 (satu) sampai dengan S (lima) 
tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang 
ada atau mungkin timbul. 

(6) Pengukuran pencapaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
memuat pengukuran yang dilakukan dengan menggambarkan 
pencapaian basil kegiatan dengan disertai analisis atas faktor internal 
dan eksternal yang mempengaruhi tercapainya kinerja. 

(7) Rencana pencapaian lima tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2) memuat rencana capaian kinerja pelayanan tahunan selama 5 (lima) 
tahun. 

(8) Proyeksi keuangan lima tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
memuat perkiraan capaian kinerja keuangan tahunan selama 5 (lima) 
tahun. 

Pasal 50 

Renstra bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 dipcrgunakan sebagai 
dasar penyusunan RBA dan evaluasi kinerja. 



19 

Paragraf2 
Pengangaran 

Pasal 51 

(1) RSUD menyusun RBA tahunan yang berpedoman pada rensta bisnis. 
(2) Penyusunan RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun 

berdasarkan prinsip anggaran berbasis kinerja, penghitungan akuntansi 
biaya menurut jenis layanan, kebutuhan pendanaan, dan kemampuan 
pendapatan yang diperkirakan akan diterima dari masyarakat, badan 
lain, APBD, APB N dan/ atau sumber pendapatan lainnya. 

Pasal 52 

RBA merupakan penjabaran lebih lanjut dari program dan kegiatan dengan 
berpedoman pada pengelolaan keuangan. 

Pasal 53 

(1) RBA $ebagajmana dimaksud dalam Pasal 52 memuat: 
a. kinerja tahun berjalan; 
b. asumsi makro dan mikro; 
c. target kinerja; 
d. analisis dan perkiraan biaya satuan; 
e. perkiraan harga; 
f. anggaran pendapatan dan biaya; 
g. besaran persentase ambang batas; 
h. prognosa laporan keuangan; 
i. perkiraan maju (forward estimate); 
J. rencana pengeluaran investasi/ modal; dan 
k. ringkasan pendapatan dan biaya untuk konsolidasi dengan RKA/ 

APBD. 
(2) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan usulan 
· · program, kegiatan, standar pelayanan minimal dan biaya dari 

keluaran yang akan dihasilkan. 

Pasal 54 

( 1) RBA disampaikan kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah melalui 
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah untuk dilakukan penelaahan. 

(2) RBA yang telah dilakukan penelaahan oleh Tim Anggaran Pemerintah 
Daerah disampaikan kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah untuk 
dituangkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD. 

(3) Setelah Ranoangan Peraturan Daerah APBD ditetapkan menjadi 
Peraturan Daerah, Direktur melakukan penyesuaian terhadap RBA 
untuk ditetapkan menjadi RBA definitif. 

(4) RBA definitif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipergunakan 
sebagai dasar penyusunan DPA untuk diajukan kepada Pejabat 
Pengelola Keuangan Daerah. 

Pasal 55 

(1) Dalam hal belanja memerlukan perubahan RBA definitif, maka RSA 
dapat dilakukan revisi. 

(2) Revisi RBA definitif dapat berakibat dan/ atau tidak berakibat pada 
perubahan DPA. 
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(3) Dalam hal rev1s1 RBA definitif berakibat pada perubahan DPA, maka 
revisi RBA definitif diikuti dengan revisi DPA. 

(4) Dalam hal revisi RBA definitif tidak berakibat pada perubahan DPA, 
maka revisi RBA defmitif tidak diikuti dengan revisi DPA. 

Pasal 56 

( 1) Kewenangan pengesahan revisi RBA definitif sebagai berikut: 

a. disahkan oleh Direktur untuk belanja sampai dengan pagu DPA; atau 

b. disahkan oleh Direktur dan diketahui Dewan Pengawas untuk: 

1. belanja yang melebihi pagu DPA baik dalam ambang batas 
fleksibilitas maupun melebihi ambang batas fleksibilitas; dan 

2. penggunaan saldo awal kas. 

(2) Dalam hal tidal{ mempunyai Dewan Pengawas, maka revisi RBA defmitif 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disahkan oleh Direktur dan 
diketahui oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah. 

Pasal 57 

(1) Revisi DPA diakibatkan oleh: 

a. perubahan rincian anggaran yang disebabkan penambahan pagu 
anggaran belanja diatas pagu anggaran RSUD; dan/ atau 

b. perubahan atau pergeseran rincian anggaran belanja dalam hal pagu 
anggaran tetap. 

(2) Perubahan atau pergeseran rincian anggaran belanja sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b meliputi: 

a. pergeseran rincian anggaran dalam hal pagu DPA tetap; 

b. perubahan rincian anggaran akibat belanja melebihi pagu DPA, 
namun masih dalam ambang batas fleksibilitas; 

c. perubahan rincian anggaran akibat belanja melebihi ambang batas 
fleksibilitas; 

d. penggunaan saldo awal kas; dan/ atau 

e. perubahan rincian belanja akibat dari penyelesaian tunggakan tahun 
yang lalu. 

Pasal 58 

Dalam hal belanja memerlukan revisi DPA, maka : 
a. belanja dapat dilakukan mendahului pengesahan revisi DPA 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) huruf b. 

b. belanja dila.kukan setelah pengesahan revisi DPA sebagaimana climaksud 
dalam Pasal 57 ayat (2) huruf a, huruf c, huruf d, dan huruf e. 
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Bagian Keduabelas 
Pengelolaan Keuangan 

Paragraf 1 
Penatausahaan 

Pasal 59 

( 1) Penatausahaan keuangan RSUD meliputi: 
a. pendapatan/biaya; 
b. penerimaan/pengeluaran; 
c. utang/ piutang; 
d. persediaan, aset tetap, dan investasi; dan 
e. ekuitas dana. 

(2) Penatausahaan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
didasarkan pada prinsip pengelolaan keuangan bisnis yang 
sehat. 

(3) Penatausahaan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilakukan secara tertib, efektif, efisien, transparan, dan dapat 
dipertanggungjawabkan. 

Pasal 60 

(1) Direktur menetapkan kebijakan penatausahaan keuangan RSUD. 
(2) Penetapan kebijakan penatausahaan agaimana dimaksud pada ayat (1) 

disampaikan kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah. 

Paragral2 
Pendapatan 

Pasal61 

( 1) Pendapatan RSUD dapat ber~m,mber dari: 
a. jasa layanan; 

c. kerjasama; 

d. APBD; 

e. APBN; dan 

f. lain-lain pendapatan yang sah. 

(2) Pendapatan yang bersumber dari jasa layanan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) huruf a, berupa imbalan yang diperoleh dari jasa layanan 
yang diberikan kepada masyarakat. 

(3) Pendapatan yang bersumber dari hibah sebagaimana dimaksud pada 
- - ayat ( 1) huruf b, dapat berupa hibah terikat dan hibah tidak terikat. 
(4) Hasil kerjasama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada 

ayat ( 1) huruf c, dapat berupa perolehan dari kerjasama operasional, 
sewa menyewa dan usaha lainnya yang mendukung tugas dan fungsi 
RSUD. 

(5) Pendapatan yang bersumber dari APBD sebagaimana dimaksud pada 
ayat ( 1) huruf d, berupa pendapatan yang berasal dari otorisasi 
kredit anggaran pemerintah daerah bukan dari kegiatan pembiayaan 
APBD. - -
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(6) Pendapatan yang bersumber dari APBN sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) huruf e, dapat berupa pendapatan yang berasal dari pemerintah 
dalam rangka pelaksanaan dekonsentrasi dan/ atau tugas pembantuan 
dan lain-lain. 

(7) Lain-lain pendapatan yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf f, antara lain: 
a. basil penjualan kekayaan yang tidak dipisahkan; 

b. hasil pemanfaatan kekayaan; 

c. jasa giro; 

d. pendapatan bunga; 

e. keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing; 

f. komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari 
penjualan dan/ atau pengadaan barang dan/ atau jasa; dan 

g. hasil investasi. 

Pasal 62 

( 1) Seluruh pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 kecuali 
yang berasal dari hibah terikat, dapat dikelola langsung untuk 
membiayai pengeluaran sesuai RBA. 

(2) Hibah terika.t sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperlakukan 
sesuai dengan peruntukan. 

(3) Seluruh pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) 
huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf f, dilaksanakan melalui rekening 
kas dan dicatat dalam kode rekening kelompok pendapatan asli 
daerah pada jenis lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dengan 
obyek pendapatan RSUD. 

(4) Seluruh pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan 
kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah setiap triwulan. 

Paragraf3 
Blaya 

Pasal 63 

( 1) Biaya RSUD meliputi biaya operasional dan biaya non operasional. 

(2) Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) mencakup 
seluruh biaya yang menjadi beban dalam rangka melaksanakan tugas 
dan fungsi. 

(3} Biaya non operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup 
seluruh biaya yang menjadi beban dalam rangka menunjang 
pelaksanaan tugas dan fungsi. 

(4) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan untuk 
membiayai program peningkatan pelayanan, kegiatan pelayanan, dan 
kegiatan pendukung pelayanan. 

(5) Pembiayaan program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) 
dialokasikan sesuai dengan kelompok, jenis, program, dan kegiatan. 
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Pasal 64 

(1) Biaya operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (2) terdiri 
atas: 
a. biaya pelayanan; dan 
b. biaya umum dan administrasi. 

(2) Biaya pelayanan sebagaiman~ dimaksud pada ayat (1) huruf a 
mencakup seluruh biaya operasional yang berhubungan langsung 
dengan kegiatan pelayanan. 

(3) Biaya umum dan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf b mencakup seluruh biaya operasional yang tidak berhubungan 
langsung dengan kegiatan pelayanan. 

(4) Biaya pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas: 
a. biaya pegawai; 
b. biaya bahan; 
c. biaya jasa pelayanan; 
d. biaya pemeliharaan; 
e. biaya barang dan jasa; dan 
f. biaya pelayanan lain-lain. 

(5) Biaya umum dan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
terdiri dari: 
a. biaya pegawai; 
b. biaya administrasi kantor; 
c. biaya pemeliharaan; 
d. biaya barang dan jasa; 
e. biaya promosi; dan 
f. biaya umum dan administrasi lain-lain. 

Pasal 65 

Biaya non operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (3) 
terdiri atas: 
a. biaya bunga; 
b. biaya administrasi bank; 
c. biaya kerugian penjualan aset tetap; 
d. biaya kerugian penurunan nilai; dan 
e. biaya non operasional lain-lain. 

Paragraf4 
Tarif Laye.nan 

Pasal 66 

( 1) RSUD dapat memungut biaya kepada masyarakat sebagai imbalan atas 
barang dan/ataujasa layanan yang diberikan. 

(2) Imbalan atas barang dan/ atau jasa layanan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) ditetapkan dalam bentuk tarif yang disusun atas dasar 
perhitungan biaya satuan unit layanan atau hasil per investasi dana. 

(3) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk imbal hasil yang 
wajar dari investasi dana dan untuk menutup seluruh atau sebagian 
dari biaya per unit layanan. 

(4) Tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa 
besaran tarif atau pola tarif sesuai jenis layanan. 
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(5) Besaran tarif layanan dibedakan menjadi: 

a. pelayanan yang m€mggunakan tarif umum berdasarkan Peraturan 
Daerah dan Peraturan Bupati; dan 

b. pelayanan yang menggunakan BPJS disesuaikan dengan tarif INA 
CBGs (Indonesian Code Based Groups). 

Paragraf 5 
Pengelolaan Aset 

Pasal67 

( 1) Tanah dan bangunan RSUD disertifikatkan atas nama Pemerintah 
Daerah. 

(2) Tanah dan bangunan yang tidak digunakan dalam rangka 
penyelenggaraan tugas dan fungsi RSUD, dapat dialihgunakan 
oleh Direktur dengan persetujuan Bupati. 

(3) Aset tetap tidak boleh dialihkan dan/atau dihapus kecuali atas 
persetujuan Bupati. 

(4) Hasil pengalihan aset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
merupakan pendapatan RSUD dan dicantumkan dalam laporan 
keuangan. 

(5) Barang inventaris milik rumah sakit dapat dihapus dan/ atau dialihkan 
atas dasar pertimbangan ekonomis dengan cara. dijual, ditukar, dan/ atau 
dihibahkan. 

(6) Barang inventaris sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan 
barang pakai habis, barang untuk diolah atau dijual, dan barang 
lainnya yang tidak memenuhi persyaratan sebagai aset tetap. 

(7) Hasil penjualan barang inventaris sebagaimana dimaksud pada ayat (5) 
merupakan pendapatan RSUD dan dicantumkan dalam laporan 
keuangan. 

(8) Direktur beserta pejabat di bawahnya secara berjenjang memelihara 
seluruh aset RSUD secara tertib, efektif, dan efisien. 

Paragraf6 
Almntansi, Pelaporan, clan Pertanggungtawaban 

Pasal 68 

(1) RSUD menerapkan sistem informasi manajemen keuangan sesuai 
dengan kebutuhan praktek bisnis yang sehat. 

(2) Setiap transaksi keuangan dicatat dalam dokumen pendukung yang 
dikelola secara tertib. 

Pasal 69 

(1) Laporan keuangan RSUD terdiri atas: 
a. neraca yang menggambarkan posisi keuangan mengenai aset, 

kewajiban dan ekuitas dana pada tanggal tertentu; 
b. laporan operasional yang berisi infonnasi jumlah pendapatan dan 

biaya selama 1 (satu) periode; 
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c. laporan arus kas yang menyajikan informasi ka s be r kaitan 
dengan aktivitas operasional, investasi dan aktivitas pendanaan, 
dan/ atau pembiayaan yang menggambarkan saldo awal, 
penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir kas selama periode 
tertentu; dan 

d. catatan atas laporan keuangan yang berisi penjelasan naratif atau 
rincian dari angka yang tertera dalam laporan keuangan. 

(2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai 
dengan laporan kinerja yang berisikan informasi pencapaian hasil/ 
keluaran RSUD. 

(3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diaudit oleh 
pemeriksa ekstemal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­
undangan. 

Pasal 70 

( 1) Setiap triwulan, RSUD menyusun dan menyampaikan laporan 
operasional dan laporan arus kas kepada PPKD paling lambat 15 (lima 
belas) hari setelah periode pelaporan berakhir. 

(2) Setiap semesteran dan tahunan, RSUD menyusun dan menyampaikan 
laporan keuangan lengkap yang terdiri atas laporan operasional, neraca, 
laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan disertai laporan 
kinerja kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah. 

(3) Penyusunan laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
untuk kepentingan konsolidasi, d.il~ 1;,erdasarkan standar 
akuntansi pemerintah. 

Bagian Keempat belas 
Remunerasi 

Pasal 71 

( 1) Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas, S e k r e t a r i s D e w a n 
P e n g a w a s , dan pegawai RSUD diberikan remunerasi sesuai 
dengan tingkat tanggung jawab dan tuntutan profesionalisme yang 
diperlukan. 

(2) Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) 
merupakan imbalan kerja yang dapat berupa gaji, tunjangan tetap, 
honorarium, insentif, bonus atas prestasi, pesangon, dan/ atau pensiun. 

(3) Remunerasi bagi Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dalam bentuk 
honorarium.. 

(4) Besaran remunerasi ditetapkan dengan Peraturan Bupati tersendiri. 

Pasal 72 

(1) Bagi P ejabat Pengelola dan pegawai RSUD yang berstatus peg aw a i 
neg er i sip i 1, gaji pokok dan tunjangan mengikuti ketentuan 
peraturan perundang-undangan serta dapat diberikan tambahan 
penghasilan sesuai remunerasi. 

(2) Bagi pegawai yang berstatus non pegawai negeri sipil, ditetapkan dengan 
Keputusan Direktur. 
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Bagian Kelimabelas 
Standar Pelayanan Minimal 

Pasal 73 

(1) Untuk menjamin ketersediaan, keterjangkauan, dan kualitas 
pelayanan, Bupati menetapkan standar pelayanan minimal. 

(2) Standar pelayanan minimal sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) 
da pat diusulkan oleh Direktur. 

(3) Standar pelayanan minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dengan mempertimbangkan kualitas layanan, pemerataan, dan 
kesetaraan layanan serta kemudahan untuk mendapatkan layanan. 

(4) Standar pelayanan minimal harus memenuhi persyaratan: 

a. fokus padajenis pelayanan; 

b. terukur; 

c. dapat dicapai; 

d. relevan dan dapat diandalkan; dan 

e. tepat waktu; 

(5) Fok.us pada jenis pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) 
huruf a, mengutamakan kegiatan pelayanan yang menunjang 
terwujudnya tugas dan fungsi RSUD. 

(6) Terukur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, merupakan 
kegiatan yang pencapaiannya dapat dinilai sesuai dengan standar yang 
telah ditetapkan. 

(7) Dapat dicapai sebagaimana d imaksud pada ayat (4) huruf c, 
merupakan kegiatan nyata, dapat dihitung tingkat pencapaiannya, 
rasional, sesuai kemampuan dan tingkat pemanfaatannya; 

(8) Relevan dan dapat diandalkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) 
huruf d, merupakan kegiatan yang sejalan, berkaitan, dan dapat 
dip~r<;aya untuk menunjang tugas dan fungsi RSUD. 

(9) Tepat waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf e, merupakan 
kesesuaian jadwal dan kegiatan pelayanan yang telah ditetapkan. 

BAB IV 
MEDICAL STAFF BYLAWS 

Baglan Kesatu 
Makaud dan Tu.juan 

Pasal 74 

Medical Staff By Laws dibuat dengan maksud untuk menciptakan kerangka 
kerja (framework) agar staf medis dapat melaksanakan fungsi 
profesionalnya dengan baik guna menjamin terlaksananya mutu layanan 
medis dan keselamatan pasien sebagaimana yang diharapkan. 
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Pasal 75 

Medical Staff By Laws mempunyai tujuan: 
a. mewujudkan layanan kesehatan yang bermutu tinggi berbasis 

keselamatan pasien (patient safety); 

b. memungkinkan dikembangkannya berbagai peraturan bagi staf 
medis guna menjamin mutu profesional; 

c. menyediakan forum bagi pembahasan isu menyangkut staf medis; 
dan 

d. mengontrol dan menjamin agar berbagai peraturan yang dibuat 
mengenai staf medis sesuai dengan kebijakan Bupati serta peraturan 
perundang-undangan. 

BagianKedua 
Kewenan.gan Klinik 

Pasal 76 

(1) Pelayanan medis, hanya bQleh dilakukan oleh staf medis yang telah 
diberikan kewenangan klinik. 

(2) Pemberian dan perub@an kewenangan klinik staf medis ditetapkan 
atas rekomendasi komite medik dan disahkan oleh Direktur. 

(3) Mekanisme pem berian dan peru bah an ~ebagaimana dimaksud 
pada ayat (2), diatur dalam tata laksana penetapan kewenangan 
klinik dan daftar perincian kewenangan klinik staf medis dari komite 
medik. 

Pasal 77 

Kewenangan klinik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 dievaluasi 
secara berkala untuk menentukan kewenangan tersebut dapat 
dipertahankan, diperluas, dipersempit, atau dicabut. 

Pasal 78 

( 1) Dalam hal menghendaki kewenangan klinik diperluas, maka staf medis 
harus mengajukan permohonan kepada Direktur dengan menyebutkan 
alasannya serta melampirkan bukti berupa sertifikat pelatihan dan/ 
atau pendidikan yang mendukung. 

(2) Direktur berwenang mengabulkan atau menolak mengabulkan 
permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) setelah 
mempertimbangkan rekomendasi komite medik berdasarkan masukan 
dari subkomite kredensial. 

(3) Setiap permohonan perluasan kewenangan klinik yang dikabulkan atau 
ditolak harus dituangkan dalam Keputusan Direktur dan disampaikan 
kepada pemohon. 

Pasal 79 

Kewenangan klinik sementara dapat diberikan kepada dokter tamu atau 
dokter pengganti dengan memperhatikan masukan dari komite medik. 
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Pasal 80 

Dalam keadaan emergensi ata.u bencana yang menimbulkan banyak korban, 
maka semua staf medis rumah sakit diberikan kewenangan klinis untuk 
melakukan tindakan penyelamatan di luar kewenangan klinis yang dimiliki, 
sepanjang yang bersangkutan memiliki kemampuan untuk melakukannya. 

Bagian Ketiga 
Penugasan Klinis 

Pasal 81 

( 1) Penempatan staf medis ke dalam salah satu kelompok staf medis 
{Staf Medis Fungsional) melalui surat penugasan klinis rumah sakit dari 
Direktur berdasarkan rekomendasi komite medik. 

(2) Penempatan staf medis ke dalam Staf Medis Fungsional berdasarkan 
surat penugasan ketua Staf Medis Fungsional. 

(3) Perubahan penugasan klinis staf medis dapat dilakukan oleh 
D irektur ata.s rekomendasi komite medik. 

(4) Mekanisme penempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), 
dan ayat (3) diatur dalam ta.ta laksana kredensial dan rekredensial dari 
komite medik. 

Bagian Keempat 
Komite Medik 

Paragraf 1 
\Vewellllllg, Tugaa, clan Fungal 

Pasal 82 

Komite medik berwenang: 
a. memberikan rekomendasi rincian kewenangan klinis; 

b. memberikan rekomendasi surat penugasan klinis; 

e. memberikan rekomendasi penolakan kewenangan klinis tertentu; 

d. memberikan rekomendasi perubahan/ modifikasi rincian kewenangan 
klinis; 

e. memberikan rekomendasi tindak lanjut audit medis; 

f. memberikan rekomendasi pendidikan kedokteran berkelanjutan; 

g. memberikan rekomendasi pendampingan; dan 

h. memberikan rekomendasi pemberian tindakan disiplin. 

Pasal 83 

Komite medik mempunyai tugas meningkatkan profesionalisme staf medis 
dengan cara: 
a. melak:ukan kredensial bagi seluruh staf medis yang akan melakukan 

pelayanan medis di rumah sakit; 
b. memelihara mutu profesi staf medis; dan 
c. menjaga disiplin, etika, dan perilaku profesi medis. 
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Pasal 84 

Dalam melaksanakan tugas kredensial, komite medik memiliki fungsi 
sebagai berikut : 
a. penyusunan dan pengkompilasian daftar kewenangan klinis sesuai 

dengan masukan dari kelompok staf medis berdasarkan norma 
keprofesian; 

b. penyelenggaraan pemeriksaan dan pengkajian: 
1. kompetensi; 
2. kesehatan fisik dan mental; 
3. perilaku; dan 
4. etika profesi. 

c. evaluasi data pendidikan profesional kedokteran/kedokteran gigi 
berkelanjutan; 

d. wawancara terhadap pemohon kewenangan klinis; 
e. penilaian dan pemutusan kewenangan klinis; 
f. pelaporan hasil penilaian kredensial dan menyampaikan 

rekomendasi kewenangan klinis kepada komite medik; 
g. melakukan proses rekredensial pada saat berakhimya masa berlaku 

surat penugasan klinis dan adanya permintaan dari komite medik; dan 
h. rekomendasi kewenangan klinis dan penerbitan surat klinis. 

Pasal 85 

Dalam melaksanakan tugas memelihara mutu prQfe~i, staf medis komite 
medik memiliki fungsi sebagai berikut: 
a. pelaksanaan audit medis; 

b. rekomendasi pertemuan ilmiah internal dalam rangka pendidikan 
berkelanjutan bagi staf medis; 

c. rekomendasi kegiatan ekstemal dalam rangka pendidikan 
berkelanjutan bagi staf medis; dan 

d. rekomendasi pendampingan bagi sta.f medis yang membutuhkan. 

Pasal 86 

Dalam melaksanakan tugas menjaga disiplin, etika, dan perilaku profesi, 
komite medik memiliki fungsi sebagai berikut: 
a. pembinaan etika dan disiplin profesi kedokteran; 

b. pemeriksaan staf medis yang diduga melakukan pelanggaran disiplin; 

c. rekomendasi pendisiplinan pelaku profesional; dan 

d. pemberian nasehat/ pertimbangan dalam pengambilan keputusan etis 
pada asuhan medis pasien. 

Pasal 87 

(1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, komite medik dapat dibantu 
oleh tim/panitia ad.hoc. 

(2) Tim/Panitia ad.hoc sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan 
oleh D irektur berdasarkan usulan ketua komite medik. 
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(3) Tim/Panitia adhoc sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari 
staf medis yang tergolong sebagai mitra bestari. 

(4) Staf medis yang tergolong sebagai mitra bestari sebagaimana dimaksud 
pada ayat (3) dapat berasal dari rumah sakit lain, perhimpunan dokter 
spesialis/ dokter gigi spesialis, dan/ atau institusi pendidikan 
kedokteran/kedokteran gigi. 

Paragraf2 
Pengorganlaaaian 

Pasal 88 

Pembentukan Komite Medik ditetapkan dengan Keputusan Direktur dengan 
masa kerja selama 3 (tiga) tahun, berkedudukan di bawah dan 
bertanggung jawab kepada direktur. 

Pasal 89 

( 1) Susunan organisasi Komite Medik terdiri atas: 
a. ketua; 
b. sekretaris; dan 
c. subkomite. 

(2) Dalam hal keterbatasan sumber daya manusia, susunan organisasi 
K omite Medik paling sedikit terdiri atas: 
a. ketua dan sekretaris tanpa subkomite; atau 
b. ketua dan sekretaris merangkap ketua dan anggota subkomite. 

Pasal 90 

( 1) Ketua Komite Medik ditetapkan oleh Direktur dengan memperhatikan 
masukan dari staf medis. 

(2) Sekretaris Komite Medik dan Ketua Subkomite ditetapkan oleh Direktur 
berdasarkan rekomendasi dari K etua K omite M edik dengan 
memperhatikan masukan dari staf medis. 

Pasal 91 

( 1) Keanggotaan Komite Medik ditetapkan oleh Direktur dengan 
mempertimbangkan sikap profesional, reputasi, dan perilaku. 

(2) Jumlah keanggotaan Komite Medik sebagaimana dimaksud pada ayat 
( 1) disesuaikan dengan jumlah staf medis. 

Pasal 92 

(1) Anggota Komite Medik terbagi ke dalam Subkomite. 
(2) Subkomite sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: 

a. subkomite kredensial yang bertugas menapis profesionalisme staf 
medis; 

b. subkomite mutu profesi yang bertugas mempertahankan kompetensi 
dan profesionalisme staf medis; dan 

c. subkomite etika dan disiplin profesi yang bertugas menjaga disiplin, 
etika, dan perilaku profesi staf medis. 
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Paragraf3 
Hubungan Komite Medik dengan Direktur 

Pasal 93 

Hubungan Komite Medik dengan Direktur adalah: 
a. Direktur menetapkan kebijakan, prosedur, dan sumber daya yang 

diperlukan untuk menjalankan tugas dan fungsi Komite Medik; dan 
b. Komite Medik bertanggung jawab kepada Direkt\lr. 

Pasal 94 

Komite medik bertanggung jawab kepada Direktur berkaitan dengan: 
a. mutu pelayanan medis; 
b. pembinaan etik kedokteran; dan 
c. pengembangan profesi med.is. 

Paragraf4 
Pembinaan clan Pengawasan 

Pasal 95 

(1) Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan komite medik dilalrukan 
oleh badan yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

(2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
diarahkan untuk meningkatkan kinerja k omite m edik dalam rangka 
menjamin mutu pelayanan med.is dan keselamatan pasien. 

(3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilaksanakan melalui: 

a. advokasi, sosialisasi, dan bimbingan teknis; 

b. pelatihan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia; dan 

c. monitoring dan evaluasi. 

(4) Dalam rangka pembinaan, para pihak yang bertanggung jawab 
dapat memberikan sanksi administratif berupa teguran lisan atau 
tertulis. 

Bagian Kellma 
Rapat Komite Meclik 

Pasal 96 

(1) Mekanisme pengambilan keputusan komite medik berdasarkan 
pendekatan berbasis bukti. 

(2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melalui rapat komite 
medik dan sub komite. 

(3) Mekanisme, jenis, dan pelaksanaan rapat diatur lebih lanjut dalam 
tata laksana rapat pengambilan keputusan komite medik. 



32 

Bagian Keenam 
Subkomite Kredensial 

Pasal 97 

( 1) Subkomite kredensial bertujuan untuk: 
a. mendapatkan dan memastikan staf medis yang profesional dan 

akuntabel; 
b. menyusun kewenangan klinis bagi setiap staf medis; 
c. memberikan rekomendasi kepada Direktur sebagai clasar penerbitan 

penugasan klinis; 
d. menjaga reputasi dan kredibilitas stafmedis dan RSUD. 

(2) Subkomite kredensial terdiri dari: 
a. ketua subkomite kredensial; 
b. sekretaris; dan 
c. anggota. 

(3) Subkomite kredensial bertanggungjawab kepada ketua komite medik. 

Bagian Ketujuh 
Subkomite Mutu Profesi 

p~i;al 98 

(1) Subkomite mutu profesi bertujuan untuk: 
a. membentuk dan memastikan staf medis yang bermutu, kompeten, 

etis, dan profesional; 

b. memberikan asas keadilan bagi staf medis untuk memperoleh 
kesempatan memelihara kompetensi dan kewenangan klinis; 

c. mencegah terjadinya kejadian yang tidak diharapkan; dan 

d. memastikan kualitas asuhan medis yang diberikan oleh staf medis 
melalui upaya pemberdayaan, evaluasi kinerja profesi yang 
berkesinambungan, dan evaluasi kinerja profesi yang terfokus. 

(2) Subkomite mutu terdiri dari: 
· · a. ketua subkomite mutu; 

b.anggota 
(3) Mekanisme kerja subkomite mutu profesi diatur lebih lan.Jµt dalam tata 

laksana: 
a. tata kelola klinis; 
b. audit medis; 
c. pembahasan kasus kematian; 
d. pembahasan kasus sulit; 
e. evidence-based practice dan health technology assessment; dan 
f. pendampingan profesi medis. 

(4) Subkomite mutu profesi bertanggungjawab kepada ketua komite medik. 

Bagian Kedelapan 
Subkomite Etika dan Disiplin Profesi 

Pasal 99 

( 1) Subkomite etika dan disiplin profesi bertujuan untuk: 
a. melindungi pasien dari pelayanan staf medis yang tidak memenuhi 

syarat dan tidak layak untuk melakukan asuhan klinis; dan 

b. memelihara dan meningkatkan mutu. profesionalisme staf medis di 
rumah sakit. 
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(2) Sub komite etika dan disiplin profesi terdiri dari: 
a. ketua subkomite etika dan disiplin profesi; dan 
b. anggota. 

(3) Mekanisme kerja subkomite etika dan disiplin profesi diatur lebih lanjut 
dalam tata lak~ana: 
a. pendisiplinan perilaku profesional; 
b. pembinaan profesionalisme kedokteran; dan 
c. pertimbangan keputusan etik. 

(4) Subkomite etik dan disiplin profesi bertanggung jawab kepada ketua 
komite medik. 

Bagian Kesembilan 
Peraturan Pelaksanaan Tata Kelola Klinis 

Pasal 100 

( 1) Staf medis melaksanakan keprofesian medis sesuai dengan 
kewenangan klinis dan penugasan klinis dalam tata kelola klinis 
rumah sakit dan kelompok staf medis. 

(2) Tata kelola klinis rumah sakit adalah sistem penjaminan mutu layanan 
di rumah sakit. 

(3) Tata kelola klinis rumah sakit disusun oleh Wakil Direktur Pelayanan 
Medis dan ditetapkan oleh Direktur. 

(4) Tata kelola klinis staf medis fungsional disusun oleh ketua staf medis 
fungsional dan ditetapkan oleh Direktur. 

(5) Pelaksanaan tata kelola klinis sebagaimana dimaksud pada ayat 
(3) dan ayat (4) diatur lebih lanjut dalam bentuk medical staff rules 
dan regulation. 

(6) Medi£al staff rules and regulation disusun oleh Wakil Direktur 
Pelayanan Medis bersama para staf medis fungsional dan ditetapkan 
oleh Direktur. · 

Bagian Kesepuluh 
Tata Cara -Review dan Perbaikan 

Peraturan Internal Staf Media 
Pasal 101 

(1) Peraturan internal staf medis dapat dilakukan review dan perubahan 
jika: 
a. adanya perubahan peraturan menteri kesehatan tentang peraturan 

internal korporasi rumah sakit, peraturan internal staf medis 
ataupun peraturan perundang-undangan lainnya yang menyangkut 
profesi medis; dan/ atau 

b. kebijakan lain mengenai status rumah sakit. 
(2) Mekanisme dan cara perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

diatur lebih lanjut dalam tata laksana review dan perbaikan peraturan 
internal staf medis. 
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BABV 
KOMITE KEPERAWATAN 

Bagian Kesatu 
Umum 

Pasal 102 

(1) Dalam rangka mewujudkan tata kelola klinis yang baik, setiap 
Rumah Sakit harus membentuk Komite Keperawatan. 

(2) Komite Keperawatan merupakan organisasi non struktural yang 
dibentuk di Rumah Sakit yang keanggotaannya terdiri dari tenaga 
keperawatan. 

(3) Komite Keperawatan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) bukan 
merupakan wadah perwakilan dari staf keperawatan. 

BagianKedua 
Fungsi, Tugas, clan Wewenang 

Pasal 103 

(1) Komite Keperawatan mempunyai fungsi meningkatkan 
profesionalisme tenaga keperawatan dengan cara: 
a. melakukan kredensial bagi seluruh tenaga keperawatan yang 

akan melakukan pelayanan keperawatan dan kebidanan; 
b. memelihara mutu profesi tenaga keperawatan; dan 
c. menjaga disiplin, etika, dan perilaku profesi perawat dan bidan. 

(2) Dalam melaksanakan fungsi kredensial, Komite Keperawatan 
memiliki tugas sebagai berikut: 
a. menyusun daftar rincian Kewenangan Klinis dan Buku Putih; 

b. melakukan verifikasi persyaratan Kredensial; 
c. merekomendasikan Kewenangan Klinis tenaga keperawatan; 
d. merekomendasikan pemulihan Kewenangan Klinis; 
e. melakukan kredensial ulang secara berkala sesuai d e n g a n 

waktu yang telah ditetapkan; dan 
f~ melaporkan seluruh proses kredensial kepada Ketua Komite 

Keperawatan, untuk selanjutnya disampaikan kepada Direktur. 
(3) Dalam melaksanakan fungsi memelihara mutu profesi, Komite 

Keperawatan memiliki tugas sebagai berikut: 
a. menyusun data dasar proftl tenaga keperawatan sesuai 

den g an area praktik; 

b. merekomendasikan perencanaan pengembangan profesional 
berkelanjutan tenaga keperawatan; 

c. melakukan audit keperawatan dan kebidanan; dan 

d. memfasilitasi proses pendampingan sesuai dengan kebutuhan. 

(4) Dalam melaksanakan fungsi menjaga disiplin, etika, dan perilaku 
profesi tenaga keperawatan, Komite Keperawatan memiliki tugas 
sebagai berikut: 
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a. melakukan sosialisasi kode etik profesi tenaga keperawatan; 

b. melakukan p~J.PQinaan etik dan disiplin profesi tenaga 
keperawatan; 

c. merekomendasikan penyelesaian masalah pelanggaran disiplin dan 
masalah etik dalam kehidupan profesi dan pelayanan asuhan 
keperawatan dan kebidanan; 

d. merekomendasikan pencabutan Kewenangan Klinis; dan 
e. memberikan pertimbangan dalam mengambil keputusan etis dalam 

asuhan keperawatan dan kebidanan. 

Pasal 104 

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Komite Keperawatan berwenang: 
a. memberikan rekomendasi rincian Kewenangan Klinis; 

b. memberikan rekomendasi perubahan rincian Kewenangan Klinis; 

c. memberikan rekomendasi penolakan Kewenangan Klinis tertentu; 

d. memberikan rekomendasi surat Penugasan Klinis; 

e. memberikan rekomendasi tindak lanjut audit keperawatan dan 
kebidanan; 

f. memberikan rekomendasi pendidikan keperawatan dan pendidikan 
kebidanan berkelanjutan; dan 

g. memberikan rekomendasi pendampingan dan memberikan 
rekomendasi pemberian tindakan disiplin. 

Bagian Ketiga 
Hubungan Komite Keperawatan dengan Direktur 

Pasal 105 

(1) Direktur menetapkan kebijakan, prosedur, dan sumber daya yang 
diperlukan untuk menjalankan fungsi dan tugas Komite Keperawatan. 

(2) Komite Keperawatan bertanggungjawab kepad.a Direk.tur. 

BABVI 
BAK DAN KEWAJJBAN RSUD DAN PASIEN 

Bagian Kesatu 
Hak clan Kewajtban RSUD 

Pasal 106 
(1) Hak RSUD adalah: 

a. menentukan jumlah, jenis, dan kualifikasi sumber daya manusia 
sesuai dengan klasifikasi rumah sakit; 

b. menerima imbalan jasa pelayanan serta menentukan remunerasi, 
insentif, dan penghargaan sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan; 

c. melakukan kerjasama dengan pihak lain dalam rangka 
mengembangkan pelayanan; 
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d. menerima bantuan dari pihak lain sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan; 

e. menggugat pihak yang mengakibatkan kerugian; 

f. mendapatkan perlindungan hukum dalam melaksanakan 
pelayanan kesehatan; 

g. mempromosikan layanan kesehatan sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan; dan 

h. mendapatkan insentif pajak. 

(2) Kewajiban RSUD adalah: 
a. memberikan informasi yang benar tentang pelayanan rumah sakit 

kepada masyarakat; 

b. memberikan pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, anti 
diskriminasi, dan efektif dengan mengutamakan kepentingan 
pasien sesuai dengan standar pelayanan keselamatan pasien; 

c. memberikan pelayanan gawat darurat kepada pasien sesuai 
dengan kemampuan pelayanan; 

d. berperan aktif dalam memberikan pelayanan kesehatan pada 
saat bencana, sesuai dengan kemampuan pelayanan; 

e. menyediakan sarana dan pelayanan bagi masyarakat tidak 
mampu atau miskin; 

f. melaksanakan fungsi sosial antara lain dengan memberikan 
fasilitas pelayanan pasien tidak mampu/ miskin, pelayanan gawat 
darurat tanpa uang muka, ambulan gratis, pelayanan korban 
bencana dan kejadian luar biasa, atau bakti sosial bagi misi 
kemanusiaan; 

g. membuat, melaksanakan, dan menjaga standar mutu pelayanan 
kesehatan sebagai acuan dalam melayani pasien; 

h. menyelenggarakan rekam medis; 

i. menyediakan sarana dan prasarana umum yang layak antara lain 
sarana ibadah, parkir, ruang tunggu, sarana untuk orang cacat, 
wanita menyusui, anak-anak, clan lanjut usia; 

j. melaksanakan sistem rujukan; 

k. menolak keinginan pasien yang bertentangan dengan standar 
profesi dan etika serta peraturan perundang-undangan; 

1. memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai 
hak dan kewajiban pasien; 

m. menghormati dan melindungi hak-hak pasien; 

n. melaksanakan etika rumah sakit; 

o. memiliki sistem pencegahan kecelakaan dan penanggulangan 
bencana; 
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p. melaksanakan program pemerintah di bidang kesehatan baik 
secara regional maupun nasional; 

q. membuat daftar tenaga medis yang melakukan praktik kedokteran 
atau kedokteran gigi dan tenaga kesehatan lainnya; 

r. menyusun dan melaksanakan peraturan internal rumah sakit 
(hospital bylaws); 

s. melindungi dan bertanggung jawab secara hukum bagi semua 
petugas dalam melaksanakan tugas; dan 

t. memberlakukan seluruh lingkungan rumah sakit sebagai kawasan 
tanpa rokok. 

BagianKedua 
Bak dan KewaJiban Pasien 

Pasal 107 
(1) Pasien berhak untuk: 

a. memperoleh informasi mengenai tata tertib dan peraturan yang 
berlaku; 

b. memperoleh informasi tentang hak dan kewajiban pasien; 

c. memperoleh layanan yang manusiawi adil, jujur, dan tanpa 
deskriminasi; 

d. memperoleh layanan kesehatan yang bermutu sesuai dengan 
standar profesi dan standar prosedur operasional; 

e. memperoleh layanan yang efektif dan efisien sehingga pasien 
terhindar dari kerugian fisik dan materi; 

f. mengajukan pengaduan atas kualitas pelayanan yang didapatkan; 

g. memilih dokter dan kelas perawatan sesuai dengan keinginan 
dan peraturan yang berlaku; 

h. meminta konsultasi tentang penyakit yang diderita kepada dokter 
lain yang mempunyai surat ijin praktek baik di dalam maupun 
di luar rumah sakit; 

i. mendapatkan privasi dan kerahasiaan penyakit yang diderita 
terhadap data medisnya; 

j. mendapatkan informasi yang meliputi diagnosis dan tata cara 
tindakan medis, tujuan tindakan medis, altematif tindakan, resiko 
dan komplikasi yang mungkin terjadi, dan prognosis terhadap 
tindakan yang dilakukan serta perkiraan biaya pengobatan; 

k. memberikan persetujuan atau menolak atas tindakan yang 
akan dilakukan oleh tenaga kesehatan terhadap penyakit yang 
diderita; 

1. didampingi keluarganya dalam keadaan kritis; 

m. menjalankan ibadah sesuai agama atau kepercayaan yang dianut; 
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n. memperoleh keamanan dan keselamatan dirinya selama dalam 
perawatan di rumah sakit; 

o. mengajukan usul, saran, dan perbaikan atas perlakuan rumah sakit 
terhadap dirinya; 

p. menolak pelayanan bimbingan rohani yang tidak sesuai dengan 
agama atau kepercayaan yang dianut; 

q. menggugat dan/ atau menuntut rumah sakit apabila diduga 
memberikan pelayanan yang tidak sesuai dengan standar baik 
secara perdata maupun pidana; dan 

r. mengeluhkan pelayanan rumah sakit yang tidak sesuai dengan 
standar pelayanan melalui media cetak dan elektronik sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(2) Pasien berkewajiban untuk: 
a. memberikan informasi yang lengkap dan jujur tentang hal yang 

berkaitan dengan masalah kesehatan; dan 
b. menaati seluruh prosedur yang berlaku di rumah sakit. 

BABVII 
PENUTUP 
Pasal 108 

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Pamekasan 
Nomor 60 Tahun 2014 tentang Pola Tata Kelola Rumah Sakit Umum 
Daerah dr. H. Slamet Martodirdjo dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

Pasal 109 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 
Kabupaten Pamekasan. 

Diundangkan di Pamekasan 
pada tanggal 15 Fobl'tm:ri 2016 

SEKRETARIS DAERAH 

KABU~PAME~SAN, 

AL~ 

Ditetapkan di Pamekasan 
pada tanggal 1 o FcbrtID1'i 2016 

BERITA DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN TAHUN 2016 NOMOR 6 


